BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN ARSIP STATIS PEMERINTAH KABUPATEN PASER

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Peraturan
pemerintah nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nommor 43 tahun 2012 tentang kearsipan,
Pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh Arsip Nasional
Republik Indonesia, lembaga Kearsipan Provinsi, lembaga
kearsipan Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Perguruan
Tinggi Negeri;

bahwa agar terwujudnya pengolahan arsip statis secara tertib,
sehingga menciptakan keseragaman, efesiensi dan efektivitas
dalam penataan arsip dan memudahkan penemuan kembali
arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional,
maka perlu Peraturan Bupati Paser tentang Pengelolaan Arsip
Statis Pemerintah Kabupaten Paser.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen
Perusahaan (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674)

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5289);

8. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang
Pengolahan Arsip Statis (Lembaran Negara Repubblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 143);

9.  Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2011 tentang Penelusuran Arsip statis;

10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2011
tentang Ketentuan Tata Naskah Dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur;

11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2011
tentang Pedoman Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH

KABUPATEN PASER

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Paser;
Daerah adalah Kabupaten Paser;

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media
sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan
dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai
guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien,
efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan,
pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga
kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan
tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.

Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja
perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang kearsipan
pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/kota

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi
perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan
tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.

Daftar Pencarian Arsip adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna
kesejarahan baik yang telah di verifikasi secara langsung mau pun tidak langsung
oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan
keadapa public

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan
memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan
dan/atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jabwal Retensi Arsip adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu
penyimpanan atau retensi,jenis arsip keterangan yanng berisi rekomendasi
tentang penepatan suatu jenis arsip dimusnahkan,dinillai kembali,atau
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Lembaga Kearsipan Kabupaten yang selanjutnya disebut LKK adalah Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Paser yang bertanggung jawab di
bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan Kearsipan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PENGELOLAAN ARSIP STATIS
Bagian Pertama
Umum
Pasal 2

LKK wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari :

PD Kabupaten Paser dan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Paser;
Desa atau disebut dengan nama lain;

Perusahaan;

Organisasi politik;

Organisasi kemasyarakatan;dan

Perseorangan.

hP o0 oW

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LKK memiliki tugas

melaksanakan :

a. pengelolaan arsip inaktif yang mempunyai retensi sekurang-kurangnya 10
(sepuluh) tahun yang berasal dari PD Kabupaten Paser dan penyelenggara
Pemerintah Daerah;dan

b. pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Pasal 3



Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan oleh dan
menjadi tanggung jawab LKK.

Pasal 4

(1) Dalam rangka pengelolaan arsip statis, LKK dapat melaksanakan kerja sama
dengan pencipta arsip dan melakukan kerja sama dengan luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai
pertanggungjawaban Daerah bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

(2) Pengelolaan arsip statis oleh LKK meliputi :
a. Akuisisi arsip statis
b. Pengolahan arsip statis;
c. Preservasi arsip statis;dan
d. Akses arsip statis.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip
statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam lampiran I dan II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengelolaan Arsip Statis
Paragraf 1
Akuisisi Arsip Statis
Pasal 6

(1) LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, melaksanakan akuisisi
arsip statis.

(2) Akuisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi arsip statis yang telah
diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung.

(3) LKK waijib membuat Dokumen Pelaksana Anggaran yang meliputi arsip
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan mengumumkannya kepada publik.

(4) Setiap orang yang memiliki atau menyimpan arsip statis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), wajib menyerahkan kepada LKK berdasarkan syarat-syarat yang
ditetapkan dalam pengumuman DPA.

Pasal 7

(1) LKK melaksanakan akuisisi arsip statis dari lembaga pendidikan swasta dan
perusahaan swasta yang memperoleh anggaran Negara dan/atau bantuan luar
negeri.

(2) Akuisisi arsip statis oleh LKK diikuti dengan peralihan tanggungjawab
pengelolaannya.



Paragraf 2
Pengolahan Arsip Statis
Pasal 8

(1) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b,
dilaksanakan berdasarkan asas asal usul dan asas aturan asli.

(2) Pengolahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
berdasarkan standart deskripsi arsip statis.

Paragraf 3
Preservasi Arsip Statis
Pasal 9

(1) Preservasi arsip statis sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c,
dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis.

(2) Preservasi arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara
preventif dan kuaratif.

Paragraf 4
Akses Arsip Statis
Pasal 10

(1) LKK wajib menjamin kemudahan akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (2) huruf d, bagi kepentingan pengguna arsip.

(2) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
kepentingan pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dengan
memperhatikan prinsip keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip.

(3) Akses arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan
pada sifat keterbukaan dan ketertutupan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan pelayanan berdasarkan
norma, standart, prosedur, dan kriteria pelayanan yang ditetapkan oleh ANRI
serta menyediakan fasilitas untuk kepentingan akses sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Arsip statis pada dasarnya terbuka untuk umum.

(2) Apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat
persyaratan tertentu, akses dilakukan sesuai dengan persyaratan dari pencipta
arsip yang memiliki arsip tersebut.

Pasal 12

(1) Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau karena sebab lain,
Kepala LKK sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis
menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh
lima) tahun.

(2) Arsip statis dapat dinyatakan tertutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 13

LKK memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua

puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan

pertimbangan:

a. tidak menghambat proses penegakan hukum;

b. tidak mengganggu kepentingan pelindungan hak atas kekayaan intelektual dan
pelindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori
dilindungi kerahasiaannya;

e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional;

f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;

g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan
terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;

h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; dan

i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya
perlu dirahasiakan.

Pasal 14

(1) Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
kepentingan penyelidikan dan penyidikan, arsip statis sebagaimana dimaksud
pada Pasal 13, dapat diakses dengan kewenangan kepala lembaga kearsipan
Kabupaten Paser yang ketentuannya diatur dengan peraturan kepala ANRI.

(2) Penetapan arsip statis menjadi tertutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat (2), dilakukan oleh kepala LKK sesuai dengan tingkatan dan dilaporkan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten paser

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terkoordinasi
dengan pencipta arsip yang menguasai sebelumnya.

(4) Penetapan keterbukaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat
(3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, berlaku sejak arsip statis
diterima oleh LKK.

BAB 3
Autentikasi Arsip Statis
Pasal 15

(1) Pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai
bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media
lain.

(2) Autentikasi arsip statis terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan oleh LKK.

(3) Ketentuan mengenai autentisitas arsip statis yang tercipta secara elektronik
dan/atau hasil alih media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat
dibuktikan dengan persyaratan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

(4) Lembaga kearsipan berwenang melakukan autentikasi arsip statis dengan
dukungan pembuktian.

(5) Untuk mendukung kapabilitas, kompetensi, serta kemandirian dan integritasnya
dalam melakukan fungsi dan tugas penetapan autentisitas suatu arsip statis,
lembaga kearsipan harus didukung peralatan dan teknologi yang memadai.

(6) Dalam menetapkan autentisitas suatu arsip statis, lembaga kearsipan dapat
berkoordinasi dengan instansi yang mempunyai kemampuan dan kompetensi.



BAB 1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2018 NOMOR 36



